
KONTRAK PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
Tahun Anggaran2ff20

Nomor : 151 fl UN4 .22{YT .UL.B/2AZJ

Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua ribu dua pulutr, kami yang
bertandatangan di bawah ini

1, Prof. Dr. Andi Alimuddirt M.Si. : Ketua lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Hasanuddin, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas narna Universitas Hasanuddin
yang berkedudukan di ]1. Perintis Kemerdekaan KM. 10
Kampus Unhas Tamalanrea Makassar selanjutrya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Daeng Paroka ST., MT. : Ketua Pelaksana/Dosen Fakultas Teknik Universitas
Hasanuddin dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan
Ketua Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjukrya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDU& secara bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu kontrak
Penelitian skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggr Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan
dan syarat syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruanglingkup Kontrak

(1) PIFIAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIFIAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian
Tahun Anggaran 2020 dengan judul Pengembangan Kriteria Stabilitas Kapal Nonkonvensi Sebagai
Pendukung Sistem Keselamatan Transportasi Laut Nasional.

Pasal 2
Dana Penelitian

(1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada pasal 1
adalah sebesar Rp. 116.086.900/(Serutus Enam Belas ]uta Delapan Puluh Enam Ribu Sembilcm
Ratus Rupiah) sudah termasuK pajak.

{2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dibebankan pada kepada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian
Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggarun}}2l.

pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana penelitian

(1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana Penelitian kepada PIFIAK KEDUA secara bertahap
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp.107.12L100,- lSeratus Tujuh Juta Seratus Dua puluh

Satu Ribu Seratus Rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA setelah PIFIAK KEDUA menyerahkan revisi proposal dan revisi anggaran (sesuai
kontrak).

b. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 8.965.p00,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh
Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dibayarkair oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian, Catatan Harian, Luaran
penelitian (output sesuai janji di kontrak) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SrrfB)
atas dana penelitian yang telah ditetapkan yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.



(2) Dana penelitiant"p'aiiiii,ir'ffiiiTilH""ru*;lrfffifit o akan disarurkan oreh prFrAK 

'ERTAMANama
Nomor Rekenins
Nama Bank a

: Dr. Daeng parokO 
ST., MI.

: Bank Negara Indonesia

(3) PIHAK PERTAMA tidak bsejumlah,au*,"uuguffi":ffi?il:'"#s 
.keterlambatan {an/atau tidak terbayarkanKEDUA guh *"d;;ii* a,tu fr.,ffi,ffi fki:#fm h,.*'il] "ff prFrAKyang tidak sesuai d;g*'d;tuan. ' --.-"a bank, nomor ."t"r,ir,g a* p""rifilr, nrrr,r,

pasal 4
Janeka l,Vaktu

l*-,tr #ffi ;:ffr T:hffi ",#:s,ff ffi ilfi E f ffi :rui*,I##,:*ou, seresa i tN %,

'*;;fl.:.,o:'Hff 
l1:,ifi iHq'l##TrT:T'r."i*s",^rilrrwajibpeneritianberupa:b. Satu bulr:,-"**,a#,*[tH#*,ffi#*ffi,Iff 

fl*n*ou'
d. Tigaboolr

reputasi dan ber_ISBN.(2) PF'{K KED,A diharapkan dapatmencapai target luaran tambahan peneritian.

Hak dan 
"J;,1: 

para pihak
(1) PIIIAK PERTAMA mempunyai kewajiban:a. memberik

u. *"r-rru;m 
pendanaan penelitian i:;;" rIHAK r<rDurq,.;

.. *"*,##ffiftilHr"_nHh ---' *.^r\

d. melakukan i"riarrir"#Jrulirrr,rr,, a*e. memantau pengunggahan t" f.o,* SIMLITABMAS
(2) prHAK KED,A mempunva, -:,;rnDMAs 

paling lambat t"oggrt 10 Desemb er zl2o.
menvarnpaitu,,Jot,-",.#r'#: rfi1?f,il,Tffi:-* ke laman 

'TML*ABMAS dan(t)proposal

j3l :::, proposar penetitian;

l;i,ffi:T fiffi Peraraanaan peneritian;

(5) surat o"*rrrtu"* 
pelaksanaan oenelitian;

Grr"il "ilffiIilffl'"giu*'u 
,"ffi(sPrB) atas dana peneritian yang terah ditetapkan;(7) Iuaran p"""titi* f."ti"t sesuai janji di konhak).

(3) PIHAK PERTAMA memPunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman Srl\rrr rr,r Dr r 
^ -

sebagai berikut:
a. proposal ---q56'arEnqrhmanSIMLmABMAS
b. revisi proposal penelitian



catatan harian pelaksanaan penelitian
laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
Surat Pemyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
laporan akhir penelitian
luaran penelitian (output sesuai janji di kontrak).

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

PIIIAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa proposal,
revisi proposal penelitian, catatan harian pelaksanaan penelitian; laporan kemajuan pelaksanaan
penelitian; Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah
ditetapkan, laporan akhir penelitian dan luaran penelitian (output).
PIHAK KEDUA berkewajib.rn mengunggah Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian diunggah
ke laman SIMLITABMAS dilengkapi dengan dokumen catatan harian dan Surat Pemyataan
Tanggungjawab Belanja (SPTB) dana tahap pertama (disesuaikan dengan SIMLITABTvL{S).
PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Hardcopy Laporan Kemajuan dan Surat Pemyataan
Tanggungjawab Belanja (SPTB) dana tahap pertama kepada PIHAK PERTAMA setelah
pengunggahan ke SIMLITABMAS.
PIHAK KEDUA berkewaiiban mengunggah revisi proposal penelitian; catatan harian pelaksanaan
penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan penelitiarL Surat Pernyataan Tanggungjawab Belania
(SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, laporan akhir penelitian; luaran penelitian
(output) pada SIMLITABMAS paling lambat 10 Desember 202A.
Bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak diarsipkan secara tertib dan teratur oleh PIHAK
KEDUA.
Laporan Hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. Bentuk/Ukuran kertas A4;
b. Warna sampulmerah
c. Di bawah bagian cover tertulis:

Dibiayai oleh:
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan,

Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran

1. Nomor :7 /81./1{P.PTNBH/2020 Tanggal lS Maret 2020 (sehlum amandemen
2. Nomor: 7 / AJ\tlD / Ell KP.PTNBH/ 2020 Tanggal 11 Mei 2020 (setelah amandemen)

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Interrnl
terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2020 ini sebelum pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi eksternal oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan
Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pasal 9
Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Perulai/Reaiewer Luaran sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
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d.

e.

f.
G
D.
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(3)
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Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susulurn tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan
apabila telah mendapat persetujuan terhrlis dari Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pasal tl
Penggantian Kefua Pelaksana

(1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka
PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu
anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian
kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutrya disetor ke Kas Negara.
Bukti setor sebagaimana dimaksud padaayat (2) disimpan oleh PIFIAK PERTAMA.

Pasal 12

Sanksi

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah
berakhir, lvunun PIHAK KEDUA belum menyerahkan tugasnya, terlambat mengirim laporan
kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi
administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian
dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam pasal5,
maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA' akan
berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau
hibah lainnyayang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

Apabila dikemudian hari terdapat judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian latn dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran,
itikad tidak baik, dalrt/ atau perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah ilmiah dari atau dilakukan
oleh PIHAK KEDU& maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib
mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIFIAK PERTAMA yang selanjuhrya
akan disetorkan ke kas Negara.
Bukti setor sebagaimana dimaksud padaayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal L4
Paiak-Pajak

Hal-hal danf atar segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh
menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor
pelayanan pajak setempat sesuai ketentuanyang berlaku.

(1)

(2)



perararan r,J;:Trllir peneritian

(1) Hasil penetitian berupa peralatan dan/ atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik
negara/ dan dapat dihibahkan kepada institusi/lemba[a/masyarakat melitui Berita Acara SerahTerima (BAsT)_setelah dilaporkan perolehannya ki oeputi Bidang penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset dan Telcrologif Badan Riset dan Inovali Nasional.(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat(z) waiib dilampiri dengan foto bukti serah terima
batang,f alat dari Ketua LPPM kepada mitra penelitian yang didampinfr oleh pelaksana penelitian
dan foto alat/ atau barang yang diserahkan ke mitra.

u""r","llif,tu",,*oo,

fnluit terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan pIF{AK KEDUA dalam pelaksanaan
Perjaniian ini akan dilakukan penyelesaian secara,musayawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat mika penyelesaian dilakukan -"luL.i p.o*,
hukum.

Pasal 17
Lain-lain

(1) PIHAK KEDUA meniamin bahwa penelitian dengan judul tersebut diatas belum pernah dibiayai
datrr/ atau diikutsertakan pada pendanaan p".,"litian lainnya, baik yang diselenggarakan oieh
instansi, lembag+ perusahaan atau yayasan, baik dalam *urpr.luur r"g"o".

(2) Segala sesuatu ya:rg belum cukup diatur {alam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih
lanjut dan akan dilakukan perubahan oleh PARA i'ria( maka perubahan-perubahan akan diatur
dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuun d* bagian yang udak
terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat da1 djtandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas,
dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai d"ngun ketentuanllang berlaku, yang
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA /r PIHAK KEDUA

Dr. Daeng Paroka, ST., MI.
NIP 1 97201181 998021001

Prof. Dr.
NIPl

Alimuddiru


